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ABSTRAK 
Hak milik atas tanah merupakan hak atas tanah yang turun temurun, terkuat, dan terpenuh. Menurut 
Undang Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (UUPA), subyek hak 
milik adalah WNI dan badan hukum yang ditunjuk PP Nomor 38 Tahun 1963 yaitu bank negara, badan 
sosial, badan keagamaan, dan koperasi pertanian. Rumusan masalah yang diteliti adalah bagaimana 
pemilikan tanah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta? Metode penelitian yang digunakan ialah 
penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa implementasi pemilikan tanah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 
berbeda dengan UUPA, sebagaimana terbukti dengan diberlakukannya Instruksi Wakil Gubernur Daerah 
Istimewa Yogyakarta No. K. 898/I/A/1975, tentang penyeragaman policy pemberian hak atas tanah kepada 
WNI non pribumi, sehingga dalam praktek hak milik atas tanah tidak dapat diberikan kepada WNI non-
pribumi. Diskriminasi pemilikan tanah tersebut bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, Undang Undang Pokok Agraria dan UU No. 40 Tahun 2008 tentang 
Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, oleh karena itu Instruksi Wakil Gubernur Daerah Istimewa 
Yogyakarta tersebut perlu segera dicabut. 
Kata kunci: Hak Milik,  Diskriminasi. 
 
 
I. PENDAHULUAN 
Hubungan manusia dengan tanah bukan hanya sekedar hubungan subyek dan obyek, tetapi lebih dari itu 
merupakan hubungan yang bersifat emosional dan religius. Diberlakukannya UU No 5 Tahun 1960 tentang 
Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari 
Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengatur politik agraria 
nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam rangka mewujudkan kemakmuran rakyat 
tersebut, kehadiran negara sangat diperlukan dalam mengatur pemilikan, penguasaan, penataan, dan 
pengusahaan tanah.  
Konsepsi komunalistik religius merupakan dasar regulasi tanah di Indonesia di mana semua tanah 
kepunyaan bersama bangsa Indonesia, tetapi perorangan atau badan hukum dapat mempunyai hubungan 
hukum dengan sebidang tanah. Dalam rangka melindungi pemilikan tanah bagi Warga Negara Indonesia, 
maka UUPA menentukan bahwa Hak Milik hanya dapat diberikan kepada Warga Negara Indonesia.  
Implementasi dari ketentuan tersebut ternyata berbeda di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, karena 
melalui Instruksi Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. K 898/I/A/1975 tanggal 5 Maret 1975 
tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah Kepada WNI Non Pribumi, praktik pemilikan 
tanah dengan Hak Milik di Daerah Istimewa Yogyakarta tidak dapat diberikan kepada WNI Non Pribumi. 
Berdasarkan kenyataan yang berbeda di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan ketentuan UUPA 
mengenai WNI sebagai subyek Hak Milik, maka tulisan ini bermaksud mengkritisi diskriminasi pemilikan 
tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta. 
 
II. PERMASALAHAN 
Bagaimana implementasi pemilikan tanah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta? 
 
III.METODE PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang 
diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif. 
 
IV. PEMBAHASAN 
A. Hak Milik Untuk Warga Negara Indonesia 
Atas dasar hak menguasai dari negara, ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang 
disebut tanah, yang dapat dipunyai orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-
badan hukum. Hak atas permukaan bumi yang disebut pula hak atas tanah merupakan hak yang memberi 
wewenang kepada pemegang haknya untuk menggunakan tanah, demikian pula tubuh bumi dan air serta 
ruang yang ada di atasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan 
 penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut Undang Undang Pokok Agraria dan peraturan-peraturan 
hukum lain yang lebih tinggi.  
Pasal 16 ayat (1) UUPA menyatakan bahwa hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 
ayat (1) UUPA ialah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka 
tanah, hak memungut hasil hutan, dan hak-hak lain yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-
hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53 yaitu hak gadai, hak usaha bagi hasil, 
hak menumpang, dan hak sewa tanah pertanian. Dari macam macam hak atas tanah tersebut, hak milik 
merupakan hak atas tanah yang tertinggi. 
Sesuai dengan asas kebangsaan sebagaimana termaksud dalam Pasal 1 UUPA, maka menurut Pasal 9 ayat 
(1) UUPA, hanya WNI dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air, dan ruang angkasa. 
Ini berarti hanya WNI saja yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Hak milik tidak dapat dipunyai oleh 
orang asing dan badan hukum serta pemindahan hak milik kepada orang asing atau badan badan hukum tegas 
dilarang. Meski demikian, kepada badan hukum yang ditunjuk oleh PP No 38 Tahun 1963 dikecualikan dapat 
menjadi pemegang hak milik, yaitu Bank Negara, Badan Sosial, Badan Keagamaan, dan Koperasi Pertanian. 
Keunggulan Hak Milik dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain jelas tertera dalam Pasal 20 ayat (1) 
UUPA yang menyatakan bahwa hak milik adalah hak turun temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat 
dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Turun 
temurun artinya hak milik atas tanah dapat berlangsung terus selama pemiliknya masih hidup dan bila 
pemiliknya meninggal dunia, maka hak milik atas tanah dapat diteruskan oleh ahli warisnya sepanjang ahli 
warisnya memenuhi syarat sebagai subyek Hak Milik. Terkuat artinya hak milik lebih kuat bila dibandingkan 
dengan hak atas tanah yang lain, karena tidak mempunyai batas waktu tertentu, mudah dipertahankan dari 
gangguan pihak lain, dan tidak mudah hapus. Terpenuh artinya hak milik atas tanah memberi wewenang 
kepada pemiliknya paling luas bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain, dapat menjadi induk bagi 
hak atas tanah yang lain, dan penggunaan tanahnya lebih luas bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang 
lain (Urip Santoso, 2015).  
Keunggulan hak milik tersebut hanya dapat diberikan kepada WNI semata, sedangkan kepada orang asing 
atau badan hukum dilarang mempunyai tanah hak milik. Pasal 21 ayat (3) UUPA dan Pasal 26 ayat (2) 
UUPA merupakan pasal yang mengatur larangan penguasaan tanah hak milik kepada orang yang tidak 
memenuhi syarat sebagai subyek hak milik. Pasal 21 ayat (3) UUPA mengatur orang asing yang sesudah 
berlakunya UUPA memperoleh Hak Milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena 
perkawinan, demikian pula WNI yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya UUPA kehilangan 
kewarganegaraan wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut 
atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau, hak milik itu tidak 
dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara, dengan ketentuan bahwa 
hak-hak pihak lain yang membebani tetap berlangsung.  
Sedangkan Pasal 26 ayat (2) UUPA mengatur bahwa setiap jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian 
dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung 
memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada seorang warganegara yang disamping kewarganegaraan 
Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing atau kepada suatu badan hukum, kecuali yang ditetapkan 
oleh pemerintah, adalah batal demi hukum, dan tanahnya jatuh kepada negara, dengan ketentuan bahwa hak-
hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung serta semua pembayaran yang telah diterima oleh 
pemilik tidak dapat dituntut kembali. Dengan demikian UUPA jelas mengatur sedemikian rupa sehingga Hak 
Milik merupakan hak atas tanah yang paling tepat bagi WNI, dan memberi perlindungan hukum bagi 
pemiliknya. 
 
B. Pembatasan Pemilikan Tanah Bagi WNI Non Pribumi Di Daerah Istimewa Yogyakarta 
Daerah Istimewa Yogyakarta dikenal sebagai daerah kerajaan (disebut pula daerah swapraja), meliputi 
kesultanan dengan Raja Sri Sultan Hamengku Buwono, dan kadipaten Paku Alam. Di daerah tersebut, semua 
tanah adalah milik raja. Rakyat hanya sekedar memakainya (anggaduh). Mereka diwajibkan menyerahkan 
sebagian dari hasil tanahnya kepada raja, jika tanahnya tanah pertanian, atau melakukan kerja paksa jika 
tanahnya tanah pekarangan (Boedi Harsono, 2013). Kondisi ini berlangsung terus sampai Indonesia merdeka 
pada tanggal 17 Agustus 1945, yang kemudian ditindaklanjuti dengan berdirinya negara Republik Indonesia. 
Sri Sultan Hamengkubuwono IX ikut aktif dalam berdirinya negara Republik Indonesia tersebut, bahkan 
menegaskan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi bagian dari Negara Republik Indonesia. Pada masa 
pemerintahan Orde Baru dengan Presiden Soeharto, Sri Sultan Hamengku Buwono IX pernah menjabat 
sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. 
Pada saat UUPA diberlakukan pada tanggal 24 September 1960 di seluruh Indonesia, memang UUPA 
belum diberlakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini disebabkan berdasarkan Undang Undang 
Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, beberapa urusan diserahkan 
kepada Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai kewenangan otonom, sehingga Undang Undang 
 Nomor 5 Tahun 1960 sejak diundangkan sampai tahun 1984 belum berlaku secara penuh di Daerah Istimewa 
Yogyakarta. Namun sesuai dengan pernyataan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk 
memberlakukan Undang Undang No 5 Tahun 1960 secara penuh, maka dipandang perlu menetapkan 
pemberlakuan UUPA di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Keputusan Presiden. 
Itulah sebabnya UUPA baru dinyatakan berlaku penuh di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terhitung 
sejak tanggal 1 April 1984 berdasarkan Keputusan Presiden No 33 Tahun 1984 tentang Pemberlakuan 
Sepenuhnya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Ditinjau dari hukum agraria atau berdasarkan Diktum keempat UUPA, maka tanah-tanah yang dikuasai 
oleh eks Kasultanan berubah menjadi tanah yang dikuasai oleh negara. Terlebih lagi terhapusnya status 
daerah swapraja pasca berlakunya UU No 3 Tahun 1950 yang mengubah swapraja Kesultanan Yogyakarta 
dan kadipaten  Paku Alam menjadi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tanah yang dikuasai Sultan atau Paku 
Alam sebagai kepala keluarga besar menjadi tanah kepunyaan keluarga besar tersebut, sedangkan tanah eks 
kesultanan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Berlakunya UUPA di Daerah Istimewa 
Yogyakarta mengakibatkan perorangan yang berstatus WNI diperkenankan mempunyai Hak Milik.  
Namun sayangnya tidak demikian yang terjadi di Yogyakarta. Berdasarkan Instruksi Wakil Gubernur 
Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 898/I/A/1975, warga non pribumi dilarang mempunyai tanah hak milik. 
Ada dua alasan mengapa WNI non pribumi tidak diperbolehkan memiliki hak milik atas tanah. Pertama, 
alasan sejarah. Kedua, karena ketakutan tanah dikuasai oleh WNI non pribumi. Menurut Suyitno, Parampara 
Praja Bidang Pertanahan Pemerintah Daerah Yogyakarta, Surat Instruksi tersebut sudah tepat, karena dari 
aspek sejarah, memang sejak dulu jaman Kesultanan Yogyakarta, pemberian tanah kepada seseorang ada 
aturannya (Mawa Kresna, 2016). Pada masa itu, tanah yang ada seluruhnya milik Kesultanan Yogyakarta dan 
Kadipaten Paku Alam. Kemudian Kesultanan, dan Paku Alam memberikan tanah tanah itu kepada warganya 
sesuai dengan kebutuhan, dengan hak anggaduh, sekedar memakai bukan memiliki. Bagi Suyitno, Instruksi 
Wakil Gubernur itu juga sudah tepat dengan pertimbangan selain sejarah, peraturan itu diberlakukan karena 
dugaan dominasi kepemilikan tanah oleh WNI keturunan Tionghoa di Yogyakarta. Secara kasat mata, 
bangunan-bangunan di Utara, Selatan, Timur, dan Barat Tugu Yogyakarta yang dikenal sebagai lokasi 
strategis adalah kepunyaan WNI keturunan Tionghoa. 
Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Siti Noor 
Laila, yang berpendapat bergabungnya Yogyakarta menjadi bagian dari Indonesia memiliki konsekuensi, 
yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta harus tunduk pada aturan-aturan yang berlaku di Indonesia.  Sultan 
Hamengku Buwono IX pernah menyerahkan tanahnya ke negara Republik Indonesia, tetapi pasca berlakunya 
Undang Undang Keistimewaan Yogyakarta, mengapa Sultan Hamengku Buwono X mengatakan tidak ada 
tanah negara di Yogyakarta. Hal serupa dikemukakan oleh anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia, Budiman Sujatmiko yang menegaskan apapun latar belakangnya, Surat Instruksi Wakil 
Gubernur Tahun 1975 sudah bertentangan dengan UUPA, oleh karena itu aturan tersebut tidak berlaku. 
Otomatis setelah UUPA berlaku di Daerah Istimewa Yogyakarta, setiap WNI memiliki hak yang sama.  
Sampai saat ini, meski UUPA sudah diberlakukan secara penuh di Daerah Istimewa Yogyakarta, tetapi 
faktanya WNI non-pribumi tidak dapat memiliki tanah dengan status Hak Milik. Sederet nama yang pernah 
bermasalah terkait pemilikan tanah beretnis Tionghoa, yaitu H. Budi Setyagraha dan Willie Sebastian yang 
mengajukan kepemilikan tanah tahun 2001, kemudian Tan Susanto Tanuwijaya, R. Wibisono, dan Ong Ko 
Eng, yang ramai diberitakan pada tahun 2015. Mereka terus berusaha melakukan gugatan larangan 
kepemilikan sertipikat hak milik atas tanah, karena selama ini mereka hanya dapat memiliki sertipikat Hak 
Guna Bangunan. Tetapi sampai Mahkamah Agung, juga tetap gagal. Bahkan, yang terakhir adalah Hakim 
Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 20 Februari 2018, menolak gugatan Handoko yang menggugat 
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, karena menjalankan Instruksi Wakil Gubernur Daerah Istimewa 
Yogyakarta No. K. 898/I/A/1975 tanggal 5 Maret 1975. Memori banding telah didaftarkan di Pengadilan 
Tinggi Yogyakarta dengan Nomor 132/Pdt/G/2017/PN.Yyk. Sebelumnya Handoko juga pernah melakukan 
perlawanan hukum atas kebijakan diskriminatif tersebut, yakni melalui uji materi ke Mahkamah Agung pada 
tahun 2015, dan menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tahun 2016. Namun kedua 
upaya itu kandas. Mahkamah Agung menolak uji materi, karena Instruksi bukan peraturan undang-undang, 
sementara PTUN Yogyakarta tidak dapat menerima gugatannya, karena berdalih bukan kewenangannya. 
 
C. Diskriminasi Pemilikan Tanah Melanggar Undang-Undang 
Melihat fakta bahwa WNI keturunan Tionghoa di Daerah Istimewa Yogyakarta sampai saat ini belum 
dapat mempunyai Hak Milik Atas Tanah, sedangkan UUPA menegaskan bahwa WNI merupakan subyek 
Hak Milik Atas Tanah. Bahkan Pasal 9 ayat (1) UUPA mengatur hanya WNI dapat mempunyai hubungan 
hukum sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa, dilanjutkan pasal 9 ayat (2) UUPA menegaskan 
tiap-tiap WNI, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu 
hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya. Ini 
menunjukkan diskriminasi sesama WNI dalam pemilikan tanah dan bertentangan dengan ketentuan UUPA. 
 Mengacu pada Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa semua orang 
dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama, oleh karena itu, pembedaan 
berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan 
atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain sudah sepatutnya dihilangkan. Indonesia 
sebagai mega cultural diversity, karena setidaknya terdapat 250 etnis dengan 500 jenis bahasa daerah, 
bermacam agama dan kepercayaan, jelas diskriminasi tidak dapat ditolerir. Kebhinekaan merupakan 
keniscayaan dalam kesatuan. 
Diskriminasi pemilikan tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta jelas bertentangan dengan UUD Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 28 D ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak 
atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di 
hadapan hukum. Selanjutnya hal tersebut bertentangan dengan Pasal 28 H ayat (2) yang mengatur  setiap 
orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama 
guna mencapai persamaan dan keadilan. Hal ini berarti semua orang sama di depan hukum dan berhak atas 
perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap 
setiap bentuk apapun. Diskriminasi pemilikan tanah juga bertentangan dengan Pasal 28 I ayat (2) yang 
menyatakan bahwa setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun 
dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. 
UUPA sebagai penjabaran Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang mengatur politik agraria untuk kemakmuran 
rakyat, menganut asas persamaan bagi setiap Warga Negara Indonesia, baik pria maupun wanita dapat 
mempunyai hubungan hukum dengan tanah, serta tidak membedakan lagi asal keturunan dari Warga Negara 
Indonesia tersebut. Apabila status subyek adalah Warga Negara Indonesia, yang bersangkutan diperbolehkan 
mempunyai tanah hak milik dengan memperhatikan fungsi sosial. Jadi jika di Daerah Istimewa Yogyakarta 
melarang WNI non-pribumi memiliki tanah, maka hal tersebut bertentangan dengan UUPA. Sekaligus 
bertentangan dengan UU No 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, yang intinya 
mengatur setiap warga negara berhak memperoleh perlakuan yang sama untuk mendapatkan hak-hak sipil, 
politik, ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa 
pembedaan ras dan etnis. Menurut Pasal 1 UU No 40 Tahun 2008, diskriminasi ras dan etnis adalah segala 
bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis.  
Dari uraian di atas dapat dikemukakan bahwa segala tindakan diskriminasi ras dan etnis bertentangan 
dengan nilai-nilai Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No 40 
Tahun 2008 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. 
 
V. SIMPULAN 
UUPA menetapkan Hak Milik atas tanah dapat dimiliki oleh WNI dan badan hukum Indonesia yang 
ditunjuk oleh PP No 38 Tahun 1963 tentang penunjukan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak 
milik atas tanah.  Sesuai dengan pernyataan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memberlakukan 
UUPA secara penuh, maka sejak tanggal 1 April 1984 dengan diberlakukannya Keputusan Presiden No 33 
Tahun 1984 tentang Pemberlakuan Sepenuhnya UU No 5 Tahun 1960 Di Propinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta, pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta wajib menerapkan UUPA di Daerah Istimewa 
Yogyakarta, termasuk mengenai pemilikan hak atas tanah bagi WNI apapun asal keturunannya. Kementerian 
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional wajib menerapkan UUPA secara penuh di Daerah 
Istimewa Yogyakarta, bukan melanggengkan Instruksi Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No K. 
898/I/A/1975 tentang penyeragaman policy pemberian hak atas kepada WNI non pribumi, karena instruksi 
ini mengandung diskriminasi pemilikan tanah. Mengamati praktek diskriminasi pemilikan tanah di Republik 
Indonesia Tahun 1945, UUPA, dan Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia, maka perlu segera dicabut 
Instruksi Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. K. 898/I/A/1975. 
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